BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 4a(a TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN JALAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan yang baik guna meningkatkan layanan
publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka
diperlukan pendukung kerja berbasis teknologi informasi
dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Banggai Kepulauan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Banggai Kepulauan;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444),
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6760);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SISTEM
INFORMASI PENGEMBANGAN JALAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.

Menggunakan aplikasi sistem informasi pengembangan jalan
daerah sebagai pendukung kerja penyelenggaraan infrastruktur
sektor jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Banggai Kepulauan.

Senantiasa melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan
satuan kerja yang membidangi teknis perencanaan program,
teknis pengelolaam/penatausahaan keuangan daerah, dan
teknis jaringan/aplikasi daerah.

Guna keberlanjutan serta kemanfaatan aplikasi dimaksud,
kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melakukan monitoring
dan evaluasi penggunaan serta pengembangan aplikasi
dimaksud.
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KEEMPAT ¢ Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal [§ QlcTobee 2007
Pj. BUPATI BANGJ§AI KEPULAUAN, J/a8

k ISAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.




